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A. Latar  Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, dimana 
negara tersebut sedang melaksanakan kegiatan pembangunan di berbagai 
bidang guna mencapai negara yang lebih maju. Dalam menjalankan 
pemerintahan serta pembangunan, negara membutuhkan dana yang tidak 
sedikit.  Dana tersebut dapat diperoleh dari potensi sumber daya yang dimiliki 
oleh negara maupun iuran dari masyarakat sebagai penerimaan negara. Salah 
satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak (Sela Pudihang,dkk., 2017). 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa “Pajak ialah kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. 
 Pada umumnya jenis pajak yang dipungut seperti Pajak Penghasilan 
(PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  Pajak yang 
dikelola oleh pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak daerah dan pajak 
pusat.  Adapun macam-macam Pajak Daerah yaitu Pajak Bea Perolehan Hak 





Sedangkan Pajak Pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 
Penghasilan (PPh). 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu pajak yang dialihkan menjadi pajak 
daerah.  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ialah pajak 
atas perolehan tanah dan bangunan, sedangkan perolehan hak atas tanah dan 
bangunan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan diperolehnya hak 
atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.  Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai beberapa objek diantaranya 
perolehan hak atas tanah dan bangunan akibat pengalihan hak karena tukar 
menukar, jual beli, waris, hibah wasiat, hadiah, pemasukan dalam perseroan 
atau badan hukum lain dan sebagainya. 
 Salah satu perolehan hak atas tanah dan bangunan akibat pengalihan 
hak adalah jual beli. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab 
Undang-Undang KUH Perdata. Menurut KUH Perdata Pasal 1457 menjelaskan 
bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu barang dengan pihak lain untuk membayar 
harga yang dijanjikan (Nur Hayati, 2016). 
 Pada umumnya pemungutan pajak pasti mempunyai kaidah yang 
menjadikan dasar pengenaannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
mengatur mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 





Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 023 Tahun 2012 tentang 
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) Kabupaten Brebes. 
 Pada saat proses pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) pasti masih banyak orang yang belum memahami dan 
mengetahui proses pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB).  Maka dari itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui 
prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
untuk menghindari kesalahan dalam jumlah yang dibayar, yang berakibat wajib 
pajak akan dikenai sanksi administrasi.  Dalam prosedur pemungutan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) salah satunya adalah 
pengalihan hak atas jual beli tanah dan bangunan ialah kegiatan yang 
dilaksanakan masyarakat guna memberikan pemasukan yang berupa pajak 
dengan jumlah yang cukup besar bagi negara.  Oleh karena itu, pemungutannya 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.   
 Adapun pihak yang bersangkutan dalam prosedur pemungutannya yaitu 
wajib pajak atau masyarakat, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
Dimana pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berperan sangat penting 
karena lebih mengetahui dan memahami tentang adanya pengenaan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pengalihan hak  
atas transaksi jual beli tanah dan bangunan dari pihak Pejabat Pembuat Akta 





 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 
menyusun tugas akhir dengan judul “ Mekanisme Pemungutan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna Pengalihan Hak pada Transaksi 
Jual Beli Tanah dan Bangunan di BAPENDA Kabupaten Brebes”. 
B. Ruang Lingkup Pembahasan 
Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir 
diantaranya: 
1. Bagaimana proses pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) guna pengalihan hak pada transaksi jual beli tanah dan 
bangunan di BAPENDA Kabupaten Brebes? 
2. Apa saja kendala dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) pada transaksi jual beli di BAPENDA Kabupaten 
Brebes? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan  
1. Tujuan dari penulisan  
Tujuan dari penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna pengalihan hak pada transaksi jual 
beli tanah dan bangunan di BAPENDA Kabupaten Brebes 
b. Untuk mengetahui kendala pada proses pemungutan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada transaksi jual beli di 






2. Manfaat Penelitian 
a.  Bagi Penulis 
Untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman tentang 
pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
guna pengalihan hak pada transaksi jual beli tanah dan bangunan di 
BAPENDA Kabupaten Brebes. 
b.  Bagi Universitas Pancasakti Tegal 
Untuk menambah bacaan di perpustakaan guna mengetahui pemungutan 
Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna pengalihan hak 
pada transaksi jual beli tanah dan bangunan serta sebagai sumber 
referensi bagi penulisan tugas akhir dengan tema yang sama. 
c. Bagi BAPENDA Kabupaten Brebes 
Sebagai bahan masukan dan tambahan sumber bacaan tentang 
pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
guna pengalihan hak pada transaksi jual beli tanah dan bangunan.  
D. Metode Pengumpulan Data 
 Metode yang digunakan dalam menyusun Laporan Kuliah Kerja Praktek 
ini adalah : 
1. Observasi 
Melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan ikut 








Melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui 
tentang informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir 
mengenai “Mekanisme Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) guna Pengalihan Hak pada Transaksi Jual Beli Tanah 
dan Bangunan di BAPENDA Kabupaten Brebes”. 
3. Studi Pustaka 
Mengambil data dari buku- buku perpajakan yang dapat digunakan sebagai 








GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH 
(BAPENDA) 
 
A. Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 
(BAPENDA) 
 Dalam upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Pemerintah Kabupaten Brebes membentuk dinas baru yaitu Badan 
Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang bertempat di Jalan Veteran Nomor 11 
Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Badan ini bertugas mengelola 
pendapatan daerah dan sebagai koordinator retribusi.  Sebelum terbentuknya 
dinas ini, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) telah mengalami beberapa 
kali perubahan. 
 Pertama kali dibentuk Dinas yang bernama Dinas Pendapatan Daerah 
(DIPENDA) Kabupaten Brebes untuk mengatur Penataan Kelembagaan . 
Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) pada saat itu 
berkedudukan dibawah Sekretariat Daerah. Namun, pada tahun 2001 
DIPENDA mengalami perubahan struktur  organisasi untuk kedua kalinya, 
dan nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) diganti menjadi Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD).  
 Pada tahun 2008,  Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset 
Daerah (DPPKAD) merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah 
(DIPENDA), Kantor Pengelolaan Pasar dan Kantor Pengelolaan Kekayaan 





Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) berganti nama menjadi 
Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD).   
 Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) adalah pergantian 
nama Instansi sebelumnya. Di tahun 2021, Kantor Badan Pendapatan Daerah 
(BAPENDA) resmi dibentuk yang merupakan pecahan dari Kantor Badan 
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) yang letaknya bersebelahan. 
Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kantor Badan 
Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang memiliki Tugas dan Fungsi yaitu: 
1. Tugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah membantu Bupati 
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). 
2. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penetapan atas kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan 
daerah dalam urusan pendapatan daerah; 
b. Pengordinasian dalam pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal 
pendapatan daerah; 
c. Pengkoordinasian, pengamatan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan 





d. Pengkoordinasian atas pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan daerah di Bidang Keuangan sub 
pendapatan daerah; 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
B. Visi dan Misi 
Visi 
Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan 
Misi 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, 
cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan; 
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan 
wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian 
sumber daya alam, lingkungan hidup, dan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan; 
3. Meningkatkan pengembangan pertanian ekonomi kerakyatan dengan 
memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal; 
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, 
efektif, dan efisien serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban 
daerah; 
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa menjadi desa maju dan mandiri; 
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak dan 








C. Struktur Organisasi 
1. Kepala Badan; 
2. Sekretariat, yang  terdiri dari : 
a. Sub Bagian Program dan Keuangan; 
b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian. 
3. Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi, terdiri dari : 
a. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan; 
b. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan; 
c. Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan. 
4. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari: 
a. Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan; 
b. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan; 
c. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan. 
5. Kelompok Jabatan Fungsional; 















Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Brebes 
 
 











   
 
   











































D. TUGAS FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 
1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 
a. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). 
b. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
1) Penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan 
daerah dalam hal pendapatan daerah; 
2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal 
pendapatan daerah; 
3) Pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah; 
4) Pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub 
pendapatan daerah; dan; 
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
c. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah, sebagai berikut : 
1) Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai 





2) Merumuskan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah sebagai 
dasar  pelaksanaan kegiatan; 
3) Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pendapatan 
Daerah dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran 
pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar 
kedinasan; 
4) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanan tugas 
bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan 
prinsip pembagian tugas habis; 
5) Menyelenggarakan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah 
dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah 
kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan; 
6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kapasitas, 
pengelolaan pajak daerah lainnnya termasuk pengelolaan pajak 
penerangan jalan (PPJ/PJU) serta PBB dan BPHTB; 
7) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan rencana 
penerimaan pendapatan, mengkoordinasikan pemungutan 
pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah, pengendalian pelaksanaan pendapatan daerah; 
8) Mengkoordinasikan dalam penyajian informasi pendapatan 
daerah, mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian 





penyelenggaraan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 
penghapusan piutang pajak daerah; 
9) Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan 
mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan 
keuangan, urusan umum serta kepegawaian; 
10) Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan 
mengarahkan pelaksanaan kegiatan; 
11) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevalusi 
hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
12) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
2. Sekretariat 
a. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan 
pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, 
pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian 
dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, 
kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di 







b. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
1) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan 
Pendapatan Daerah; 
2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di 
lingkungan Pendapatan Daerah; 
3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, 
kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan 
administrasi di lingkungan Pendapatan Daerah; 
4) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata 
laksana di lingkungan Pendapatan Daerah; 
5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan 
Pendapatan Daerah; 
6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 
7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan 
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pendapatan 
Daerah; 
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 






c. Uraian tugas Sekretariat,  sebagai berikut : 
1) Menyusun konsep program kerja badan sebagai pedoman dan 
acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud 
singkronisasi pelaksanaan tugas badan; 
3) Mendistribusikan tugas dan  mengarahkan tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Mengonsep program kerja dan laporan badan dengan 
mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan dari 
bidang-bidang; 
5) Menyelia pengelolaan keuangan badan dengan cara 
mengarahkan pelaksanaan teknis penyusunan anggaran, belanja 
umum dan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan; 
6) Menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan, 
kehumasan dan hukum; 
7) Menyelenggarakan ketatausahaan badan dengan menyelia 
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan pimpinan; 
8) Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan dengan 
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, 
pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan serta 





9) Menyelia pengelolaan administrasi kepegawaian badan untuk 
mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia; 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas 
sebagai wujud pertanggungjawaban; 
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
3. Sub Bagian Program dan Keuangan 
a. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan 
program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan 
Pendapatan Daerah. 
b. Uraian tugas Sub Bagian Program Dan Keuangan, sebagai berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja bidang program dan keuangan 
sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud 
singkronisasi pelaksanaan tugas badan; 
3) Mendistribusikan tugas dan  menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 





4) Melaksanakan kegiatan perencanaan dengan mengelola bahan 
penyusunan rencana kerja badan secara periodik; 
5) Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan badan; 
6) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan 
program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil 
monitoring; 
7) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan 
badan dan penyusunan Laporan Pertangungjawaban Badan; 
8) Melaksanakan perencanaan keuangan dinas dengan mengelola 
bahan penyusunan rencana anggaran, belanja umum dan 
kegiatan; 
9) Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan badan meliputi 
analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan 
pertanggungjawaban keuangan; 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 







4.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasan, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan 
ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan 
ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan 
pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. 
b. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja bidang umum dan 
kepegawaian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud 
singkronisasi pelaksanaan tugas badan; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola surat 
masuk, surat keluar, penataan arsip dan dokumen, legalisasi 
surat, sistem informasi manajamen badan; 
5) Menyiapkan bahan  keorganisasian, kehumasan dan hukum 
dinas dengan menyiapkan bahan analisis dan kajian yang 
diperlukan badan; 
6) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga badan dengan 





habis, pemeliharaan sarana prasarana kantor, pengadaan dan 
penghapusan barang inventaris/aset; 
7) Melaksanakan pengelolaan  admnistrasi kepegawaian meliputi 
presensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, gaji 
dan tunjangan, pendidikan, kesejahteraan, disiplin, promosi, 
mutasi dan penatausahaan pegawai; 
8) Melaksanakan pengelolaan pensiun, cuti, daftar nominatif 
pegawai dan daftar urut kepangkatan, penilaian prestasi kerja 
dan urusan kepegawaian lain; 
9) Menfasilitasi pelaksanaan kegiatan pimpinan dalam dan luar 
kantor dengan menyiapkan administrasi dan sarana prasarana 
yang diperlukan kepala badan; 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
5. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi 
a. Bidang Pajak Daerah dan  Retribusi mempunyai tugas perumusan 
konsep dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, 





pendaftaran, penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan, 
pelaporan serta penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah 
lainnya antara lain meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak 
hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak 
air  tanah, pajak sarang burung walet serta pajak mineral bukan 
logam. 
b. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pajak Daerah dan Retribusi 
mempunyai fungsi: 
1) Perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau  bahan 
kebijakan daerah dalam hal pendataan, pendaftaran, penetapan, 
pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan 
pengelolaan pajak daerah,  
2) Pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah 
dalam hal pendataan, pendaftaran dan penetapan, pelayanan 
pendapatan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta 
penagihan dan pengelolaan pajak daerah,  
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pendataan, 
pendaftaran dan penetapan pemeriksaan dan penanganan 
keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah,  
4) Pelaksanaan administrasi dalam hal pendataan, pendaftaran dan 
penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta 





5) Pengkoordinasian  pelaksanaan kebijakan teknis badan dan / 
atau kebijakan daerah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan 
dalam hal pendataan, pemeriksaan, penagihan retribusi daerah;  
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
c. Uraian tugas Bidang Pajak Daerah dan Retribusi, sebagai berikut : 
1) Merumuskan konsep program kerja dan kebijakan teknis yang 
mencakup pendataan, pendaftaran, penetapan, pemeriksaan, 
penagihan, pelaporan dan penindakan pajak daerah serta 
pendataan, pemeriksaan, penagihan retribusi daerah sebagai 
pedoman dan acuan pelaksanaan tugas bidang; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud 
sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia program kerja kepada 
bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; 
4) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, 
menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah 
serta pendataan  objek dan subjek retribusi daerah;  
5) Melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah; 
6) Melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, 
pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi 






7) Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah; 
8) Melaksanakan penatausahaan piutang pajak daerah untuk 
mengetahui perkembangan piutang pajak daerah;  
9) Melaksanakan penagihan piutang kepada objek dan subjek pajak 
daerah; 
10) Melaksanakan kegiatan pendataan pengembangan potensi 
pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis 
peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi 
daerah; 
11) Melaksanakan kegiatan pelaporan dan penindakan di bidang 
pajak daerah dan retribusi daerah; 
12) Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis  organisasi perangkat 
daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah; 
13) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
14) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
15) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 






6. Sub Bidang Penagihan Dan Penindakan 
a. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 
dalam hal fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait dengan proses 
penanganan keberatan, penagihan dan penindakan atas pajak 
daerah dan retribusi daerah. 
b. Uraian tugas Sub Bidang Penagihan dan Penindakan, sebagai 
berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja subbidang penagihan dan 
penindakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar 
terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan 
fungsi dan kompetesi bawahan dengan prinsip pembagian 
tugas habis; 
4) Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap 
permohonan pengurangan/keringanan dan keberatan dan 
banding pajak daerah; 
5) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanganan 
keberatan pajak daerah atas objek dan subjek pajak daerah; 
6) Menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi data obyek 





7) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penagihan 
dan pengelolaan piutang pajak daerah serta pengawasan dan 
pengendalian penagihan retribusi daerah; 
8) Mengkoordinir kegiatan penagihan piutang dan 
mengendalikan penerbitan surat tagihan pajak daerah (STPD) 
dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam penagihan 
piutang pajak daerah; 
9) Melakukan kegiatan penindakan terhadap subjek pajak 
daerah dan retribusi daerah sesuai aturan yang berlaku; 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan; 
7. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan 
a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan terkait dengan 
proses pendataan dan pelayanan pendaftaran subjek dan objek 





bahan koordinasi,  pembinaan di bidang intensifikasi dan 
ekstensifikasi  retribusi dan pajak daerah. 
b. Uraian tugas Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran, sebagai 
berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang pendataan dan 
pendaftaran sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar 
terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak 
yang berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan pajak 
daerah; 
5) Menyelenggarakan validasi pendaftaran wajib pajak daerah 
sebagai dasar penerbitan npwpd oleh kepala badan; 
6) Mengendalikan pencatatan dan pendistribusian surat-surat 
ketetapan pajak daerah (SKPD); 
7) Menyelenggarakan pengelolaan pendaftaran, dan penetapan 
atas objek dan subjek pajak daerah; 
8) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 






9) Mengolah pencatatan ke buku jenis pajak daerah terhadap 
penerimaan pajak daerah berdasarkan SSPD, SKPD, SKPDT, 
SKPDKB, SKPDLB dan denda administrasi pajak daerah; 
10) Mengolah pencatatan target dan realisasi penerimaan dan 
denda administrasi pajak daerah, pencatatan pembayaran 
pajak daerah yang dibayar dengan cara mengangsur dan/atau 
ditunda realisasi pembayarannya; 
11) Mengolah denda administrasi pajak daerah, pencatatan 
piutang pajak daerah; 
12) Menyelenggarakan kegiatan pendataan pengembangan 
potensi pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan 
teknis peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dan 
retribusi daerah; 
13) Melakukan kegiatan analisa data sebagai bahan perumusan 
kebijakan di bidang intensifikasi, ekstensifikasi pajak daerah 
dan retribusi daerah serta sebagai bahan koordinasi 
pembinaan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 
daerah dan retribusi daerah; 
14) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
15) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 





16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
8. Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan 
a. Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan 
pengelolaan pajak daerah, dan retribusi daerah di bidang 
pelaporan dan pemeriksaan hasil penetapan objek dan subjek 
pajak. 
b. Uraian tugas Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan, sebagai 
berikut : 
1) Menyiapkan bahan program kerja subbidang pelaporan dan 
pemeriksaan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar 
terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Melakukan kegiatan perumusan prosedur pembukuan 





5) Melakukan kegiatan pelaksanaan pencatatan  penerimaan 
pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam daftar jenis pajak 
daerah dan retribusi daerah  
6) Melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi 
hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan 
propinsi; 
7) Melakukan kegiatan penyusunan laporan realisasi 
penerimaan pendapatan daerah; 
8) Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah 
terkait dengan pendapatan  daerah dari pajak daerah dan 
retribusi daerah dan program kerja di bidang pendapatan 
daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah ; 
9) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi laporan 
pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah; 
10) Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam 
rangka perencanaan pembukuan penerimaan pajak daerah 
dan kegiatan pelaporan; 
11) Menyelenggarakan pencatatan ke buku jenis pajak daerah 
terhadap penerimaan pajak daerah berdasarkan SKPD, 
SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan denda administrasi pajak 
daerah; 
12) Menyelenggarakan pencatatan target dan realisasi 





pajak daerah lainnya, pembayaran pajak daerah lainnya yang 
dibayar dengan cara mengangsur dan/atau ditunda realisasi 
pembayarannya serta pencatatan target dan realisasi retribusi 
daerah; 
13) Menyusun laporan secara berkala (bulanan, semesteran dan 
tahunan) target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan 
denda administrasi pajakdaerah serta laporan realisasi 
retribusi daerah; 
14) Menyelenggarakan pemeriksaan/validasi dokumen pajak 
daerah yang menggunakan selfassesment dan 
pemeriksaan/validasi dokumen pemungutan retribusi daerah; 
15) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan 
atas objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, 
menghimpun dan mengolah data permohonan pemrosesan 
keberatan pembayaran pajak daerah berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
16) Menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan 
permohonan keberatan wajib pajak daerah dan 
menyampaikan  laporan hasilnya kepada atasan untuk 
dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak; 
17) Menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak 






18) Menyelenggarakan fasilitasi terhadap kegiatan pemeriksaan 
pajak daerah, dan  retribusi daerah dalam rangka menguji 
kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah 
dan/atau tujuan lainnya 
19) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis operasional 
organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan 
retribusi daerah dan pajak daerah; 
20) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
21) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
22) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
23) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
9. Bidang PBB dan BPHTB 
a. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas perumusan konsep 
dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, 
evaluasi, pelaporan fasilitasi, terkait penagihan, pelaporan dan 
penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan 
penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB. 
b. Dalam melaksanakan tugas Bidang PBB dan BPHTB, 





1) Perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau  bahan 
kebijakan daerah dalam hal penagihan, pelaporan dan 
penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan 
penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB; 
2) Pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan 
daerah dalam hal penagihan, pelaporan dan penindakan, 
keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, 
pengelolaan piutang PBB dan BPHTB; 
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penagihan, 
pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, 
pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan 
BPHTB; 
4) Pelaksanaan administrasi Badan dalam hal penagihan, 
pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, 
pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan 
BPHTB; 
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
c. Uraian tugas Bidang PBB dan BPHTB, sebagai berikut : 
1) Merumuskan konsep program kerja bidang PBB dan BPHTB 
sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar 





3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Mengkoordinasikan penagihan, pelaporan dan penindakan, 
keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, 
pengelolaan piutang PBB dan BPHTB; 
5) Mengkoordinasikan pelayanan validasi dokumen yang 
menggunakan sistem self assesment; 
6) Mengkoordinasikan      dan/atau memfasilitasi 
penyelesaian sengketa PBB dan BPHTB; 
7) Mengkoordinasikan penyelesaian piutang PBB dan BPHTB; 
8) Melaksanakan kegiatan pendataan pengembangan potensi 
pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis 
peningkatan penerimaan pendapatan PBB dan BPHTB; 
9) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
10) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
11) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 






10. Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan 
a. Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, 
fasilitasi, terkait dengan penagihan, pelaporan dan penindakan, 
pengelolaan piutang PBB dan BPHTB. 
b. Uraian tugas Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan, 
sebagai berikut : 
1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang penagihan, 
pelaporan dan penindakan sebagai pedoman dan acuan 
pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar 
terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi obyek dan 
subyek pbb dan bphtb yang sudah jatuh tempo penagihan dan 
piutang PBB dan BPHTB; 
5) Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi terhadap 
penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB; 
6) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penagihan 





7) Menyelenggarakan pencatatan hasil penagihan dan 
pengelolaan piutang daerah dan menyelenggarakan rekon 
penerimaan PBB dan BPHTB; 
8) Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam 
rangka perencanaan pembukuan penerimaan PBB dan 
BPHTB dan kegiatan pelaporan; 
9) Menyelenggarakan pencatatan target dan realisasi 
penerimaan PBB dan BPHTB; 
10) Menyusun laporan secara berkala (bulanan, semesteran dan 
tahunan) target dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB ; 
11) Melakukan kegiatan penindakan terhadap subjek PBB dan 
BPHTB sesuai aturan yang berlaku; 
12) Melakukan kegiatan penagihan PBB dan BPHTB yang telah 
melampaui batas waktu jatuh tempo; 
13) Melakukan kegiatan proses kadaluarsa penagihan dan 
penghapusan tunggakan; 
14) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
15) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 





17) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
11. Bidang Keberatan dan Pemeriksaan 
a. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, fasilitasi kegiatan 
terkait dengan proses pemeriksaan hasil penetapan objek dan 
subjek PBB dan BPHTB serta penanganan keberatan atas 
kewajiban PBB dan BPHTB. 
b. Uraian tugas Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan, sebagai 
berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang keberatan dan 
pemeriksaan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar 
terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi terhadap 
pemeriksaan dan verifikasi PBB dan BPHTB; 
5) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan 
atas objek dan subjek PBB dan BPHTB; 
6) Menyelenggarakan pemeriksaan atas restitusi, kompensasi, 





7) Menghimpun dan mengolah data permohonan pemrosesan 
keberatan pembayaran PBB dan BPHTB berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang- undangan; 
8) Menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan 
permohonan keberatan wajib pajak PBB dan BPHTB; 
9) Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada atasan untuk 
dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak; 
10) Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap 
permohonan pengurangan/keringanan, keberatan dan banding 
PBB dan BPHTB; 
11) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanganan 
keberatan pajak daerah atas objek dan subjek pajak PBB dan 
BPHTB; 
12) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
13) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 







12. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan  
a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas 
perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, 
pemantauan, evaluasi, pelaporan fasilitasi kegiatan terkait dengan 
pendaftaran dan penetepan subjek dan objek PBB dan BPHTB. 
b. Uraian tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, sebagai 
berikut : 
1) Merumuskan konsep program kerja sub bidang pendaftaran 
dan penetapan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar 
terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek PBB dan 
BPHTB yang berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan; 
5) Menyelenggarakan validasi dokumen PBB dan BPHTB 
dengan menggunakan metode self assesment; 
6) Menyelenggarakan pengelolaan pendaftaran, dan penetapan 
atas objek dan subjek PBB dan BPHTB; 
7) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 






8) Mengolah pencatatan ke buku PBB dan BPHTB terhadap 
penerimaan pajak daerah berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDT, 
SKPDKB, SKPDLB dan denda administrasi pajak daerah; 
9) Mengolah pencatatan target dan realisasi penerimaan PBB dan 
BPHTB dan pencatatan piutang pajak daerah dari PBB dan 
BPHTB;  
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 






TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
A. Tinjauan Teori 
1. Definisi Pajak 
 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa “Pajak 
adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.   
 Waluyo (2011:2) menjelaskan bahwa pajak ialah prestasi kepada 
pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat 
dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam 
hal yang individual, dimasukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 
 Berdasarkan definisi di atas bahwa pajak dapat disimpulkan memiliki 
unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Iuran dari rakyat kepada negara 






b. Berdasarkan undang-undang 
Pemungutan pajak dilaksanakan dengan Undang-Undang serta aturan-
aturan pelaksanaannya. 
c. Tanpa jasa timbal balik secara langsung dari negara. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yang bermanfaat 
untuk masyarakat luas. 
2. Fungsi Pajak 
 Menurut Waluyo (2009:6), pajak mempunyai beberapa fungsi, antara 
lain: 
a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.  Sebagai contoh 
dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) sebagai penerimaan dalam negeri. 
b. Fungsi Mengatur (Reguler) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.  Sebagai contoh dikenakannya 
pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. 
Demikian pula terhadap barang mewah. 
3. Syarat-syarat Pemungutan Pajak  
 Menurut Mardiasmo (2011:2), dalam pemungutan pajak harus 
memenuhi beberapa syarat agar tidak terjadi perlawanan atau penentangan 





a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan Undang-Undang 
dan pelaksanaan pemungutan harus adil.  Adil dalam  perundang 
undangan diantarnya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 
b. Pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 
Pemungutan pajak selalu didasarkan pada Undang-Undang yang 
berlaku.  Salah satu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum Perpajakan.  Dengan adanya pengaturan dalam 
bentuk Undang-Undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi 
terlaksananya aktivitas pemungutan pajak. 
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
 Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 







4. Asas-asas Pemungutan Pajak  
 Menurut Waluyo (2009:15), asas pemungutan pajak dibagi dalam 
beberapa asas antara lain: 
a. Asas Menurut Falsafah Hukum 
Pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini 
sebagai asas pemungutan pajak untuk menyatakan keadilan kepada hak 
negara untuk memungut pajak.  Muncul beberapa teori dasar, sebagai 
berikut: 
1) Teori Asuransi 
2) Teori Keuangan 
3) Teori Daya Pikul 
4) Teori Bakti 
5) Teori Asas Daya Beli 
b. Asas Yuridis 
Untuk menjelaskan suatu keadilan.  Hukum pajak harus memberikan 
jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, 
pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang.  Landasan 
hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23A Amandemen 
Undang-Undang Dasar 1945.  
c. Asas Ekonomis  
Seperti pada uraian sebelumnya pajak memiliki fungsi regular dan 
fungsi budgeter.  Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran 





meningkat.  Untuk itu, pemungutan pajak harus diusahakan agar tidak 
menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak 
terganggu.  
d. Asas Pemungutan Pajak Lainnya 
Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak 
Penghasilan yaitu Asas Tempat Tinggal, Asas Kebangsaan, dan Asas 
Sumber. 
5. Sistem Pemungutan Pajak  
 Waluyo (2009:17) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat 
dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 
a. Official Assesment System   
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 
pajak yang terutang.  Ciri-ciri official Assessment System adalah sebagai 
berikut:  
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 
fiskus.  
2) Wajib Pajak bersifat pasif.  
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus.  
b. Self Assessment System  
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 





memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
yang harus dibayar.  
c. Withholding System  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
6. Pengelompokkan Pajak  
 Mardiasmo (2011:5) menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan: 
a. Menurut golongannya 
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain.  Contoh: Pajak Penghasilan.  
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  Contoh: Pajak 
Pertambahan Nilai. 
b. Menurut sifatnya  
1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.   
Contoh: Pajak Penghasilan 
2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak 






c. Menurut lembaga pemungutannya  
1) Pajak Pusat, yaitu pajak dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, dan Bea Materai.  
2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  Pajak 
daerah terdiri dari: 
a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan bermotor.  
b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
7. Definisi Pajak Daerah  
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi daerah, Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak 
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
8. Dasar Hukum Pajak Daerah 
 Dasar hukum yang mengatur pemungutan pajak daerah diatur dalam 





Retribusi Daerah.  Beberapa istilah di dalam undang-undang ini yang 
terkait dengan pajak daerah yaitu sebagai berikut:  
a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
c. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap.  






e. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah. 
9. Pengelompokkan Pajak Daerah 
 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. Pengelompokan Pajak Daerah dibagi menjadi dua 
jenis dan beberapa objeknya, yaitu sebagai berikut:  
a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:  
1) Pajak Kendaraan Bermotor 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.  
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
4) Pajak Air Permukaan 
5) Pajak Rokok 
b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:  
1) Pajak Hotel 
2) Pajak Restoran 
3) Pajak Hiburan 
4) Pajak Reklame 
5) Pajak Penerangan Jalan 
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
7) Pajak Parkir 





9) Pajak Sarang Burung Walet 
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
10. Definisi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah 
pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pungutan ini 
ditanggung oleh pembeli sedangkan penjual dikenakan Pajak Penghasilan 
(PPh). Dimana, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung 
jawab untuk membayar pajak. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas 
tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak 
atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan (Mardiasmo 
2011:340).  
Adapun yang membedakan Bea dengan Pajak diantaranya: 
a. Bea tidak memiliki nomor identitas  
b. Pembayaran pajak terlebih dahulu daripada saat terutang 
c. frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidentil 








11. Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) 
a. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
Kabupaten Brebes  
12. Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85 ayat 1 
menjelaskan objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan 
tersebut diantaranya: 
a. Pemindahan Hak karena: 
1) Pertukaran 
2) Jual beli 
3) Hibah 
4) Waris 
5) Hibah wasiat 
6) Pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain 
7) Penunjukan pembeli saat lelang 





9) Terkait pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap 
10) Peleburan usaha atau merger 
11) Penggabungan usaha 
12) Pemekaran usaha 
13) Hasil lelang dengan non-eksekusi 
14) Hadiah 
b. Pemberian Hak Baru: 
2) Kelanjutan pelepasan hak 
3) Di luar pelepasan hak 
4) Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak 
pengelolaan. 
13. Tidak termasuk Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Objek yang tidak dikenakan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah objek 
pajak yang diperoleh: 
a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasar perlakuan timbal balik.  
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah  atau pelaksanaan 
pembangunan guna kepentingan umum 
c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri 
Keuangan. Seorang individu atau badan karena konversi hak dan 





d. Wakaf atau warisan.  
e. Digunakan kepentingan ibadah 
14. Subjek dan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) 
 Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 86, Subjek pajak 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau 
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan.  Wajib Pajak 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau 
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan Nilai 
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). 
15. Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) 
 Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak sesuai 
ketentuan Pasal 6 Undang-Undang BPHTB. Nilai Perolehan Objek Pajak 
dalam hal: 
a. Jual beli adalah harga transaksi; 
b. Tukar-menukar adalah nilai pasar objek pajak tersebut; 
c. Hibah adalah nilai pasar objek pajak tersebut; 
d. Waris adalah nilai pasar objek pajak tersebut; 
e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai 
pasar objek pajak tersebut; 






g. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 
tercantum dalam Risalah Lelang; 
h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar objek pajak tersebut; 
i. Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha adalah nilai pasar objek 
pajak tersebut; 
j. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 
adalah nilai pasar dari objek pajak tersebut; 
k. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar 
dari objek pajak tersebut. 
 Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah 
dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi 
dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak 
yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. 
Sedangkan apabila Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan belum 
ditetapkan, Menteri dapat menetapkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
16. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 
 Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 
di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling 
rendah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap 





hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan 
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah, 
termasuk istri, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NPOPTKP) ditetapkan paling rendah senilai Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 
 Besaran pokok pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan Nilai 
Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak (NPOPTKP) merupakan nilai pengurangan Nilai Perolehan 
Objek Pajak (NPOP) sebelum dikenakan tarif Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB).    
 Menurut Mardiasmo (2016:417), besarnya tarif pajak ditetapkan 
sebesar paling tinggi 5% (lima persen).  Tarif Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah: 
 BPHTB= Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak x Tarif 
  = (NPOP – NPOPTKP) x 5% 
17. Cara Perhitungan  
Kasus 1 (Jual Beli) 
Tuan Adi membeli tanah dan bangunan yang terletak Kabupaten Sukamaju 
pada tanggal  29 Maret  2020 dengan harga perolehan sebesar Rp. 





Kabupaten Sukamaju ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Berapa 
besarnya BPHTB yang terutang ? 
Jawab:  
NPOP                          240.000.000 
NPOPTKP   60.000.000   - 
NPOPKP  180.000.000 
BPHTB terutang 5% x 180.000.000 = 9.000.000 
Kasus 2 (Jual Beli) 
Pada tanggal 1 Maret 2020 Bapak Tatang membeli sebuah rumah seluas 
200 m
2
 yang berada di atas sebidang tanah hak milik seluas 500 m
2
 di Kota 
Bogor dengan harga transaksi sebesar Rp. 600.000.000,00. Berdasarkan 
data SPPT PBB atas objek tersebut ternyata NJOP nya sebesar Rp. 
500.000.000,00 (tanah dan bangunan).  Apabila NPOPTKP di kota Bogor 
ditentukan sebesar Rp. 60.000.000,00. Berapa besarnya BPHTB yang 
terutang ? 
Jawab: 
Pak Tatang menggunakan harga transaksi, karena Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) PBB lebih rendah daripada harga transaksi. Maka Nilai Perolehan 
Objek Pajak (NPOP) sebesar Rp. 600.000.000,-. 
NPOP    600.000.000 
NPOPTKP   60.000.000 – 
NPOPKP  540.000.000 





Kasus 3 (Hibah) 
Hibah dari orangtua ke anak dengan luas tanah 1.000 m² NJOP per meter 
Rp. 50.000 dengan nilai pasar di ketahui per meter Rp. 70.000. Dengan 
nilai pasar yang diketahui Rp. 70.000.000 
Jawab: 
Luas Tanah 1000 m² x NJOP 50.000  = Rp. 50.000.000 
Nilai Pasar    = Rp. 70.000.000 
NPOP     = Rp. 70.000.000 
NPOPTKP    = Rp. 60.000.000 - 
NPOPKP    = Rp. 10.000.000 
BPHTB terutang 5% x 10.000.000 = Rp. 500.000 
Kasus 4 (Waris) 
Seseorang mendapat Warisan dengan luas tanah 1.000 m² NJOP per meter 
500.000 dan nilai pasar diketahui sama dengan NJOP 
Jawab: 
Luas Tanah 1.000 m² x NJOP 500.000 = Rp. 500.000.000 
NPOP      = Rp. 500.000.000 
NPOPTKP     = Rp. 300.000.000 - 
NPOPKP     = Rp. 200.000.000 








Kasus 5 (Penunjukan Pembeli dalam Lelang) 
Seseorang memperoleh tanah dari pembelian dalam lelang yang di adakan 
oleh KPKNL sesuai dengan risalah lelang sebesar 100.000.000 dengan 
Luas Tanah 1.000 m² NJOP per meter 200.000 
Luas Tanah 1000 m² X NJOP 200.000 = Rp. 200.000.000 
NPOP         = Rp. 100.000.000 
NPOPTKP     = Rp.   60.000.000 - 
NPOPKP     = Rp.   40.000.000 
BPHTB 5% x 40.000.000   = Rp.      2.000.000 
18. Syarat Mengurus BPHTB 
Syarat yang harus dipenuhi jika melakukan jual beli, antara lain: 
a. SSPD BPHTB. 
b. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. 
c. Fotokopi KTP wajib pajak. 
d. Fotokopi STTS/struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun 
terakhir. 
e. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah seperti sertifikat, akta jual beli, 
letter C atau girik. 
Sedangkan syarat untuk hibah, waris, atau jual beli waris hanya 
menambahkan fotokopi surat keterangan waris atau waris serta fotokopi 







19. Saat Terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
 Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
ditetapkan untuk: 
a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
b. Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuatkan dan ditandatanganinya 
akta; 
c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta; 
d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 
haknya ke kantor bidang pertanahan; 
f. Pemasukan dalam Perseroan adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatanganinya Akta; 
g. Pemisahan Hak adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 
Akta;  
h. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang Lelang;  
i. Putusan Hakim adalah sejak tanggal putusan Pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap;  
j. Pemberian Hak Baru adalah sejak tanggal ditandatangani dan 
diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak;  
k. Penggabungan Usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatanganinya Akta; 






m. Pemekaran Usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 
Akta;  
n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya Akta. 
20. Sanksi Administrasi 
Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-
Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terdapat PPAT/notaris 
dan kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan maka dikenakan 
sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap 
pelanggaran. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara juga 
akan dikenakan denda sebesar Rp250.000 untuk setiap laporan. 
B. Tinjauan Praktek  
1. Proses Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) guna pengalihan hak pada transaksi jual beli di 
BAPENDA Kabupaten Brebes  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan 
 pajak yang menggunakan sistem Self Assessment, dimana wajib pajak 
 berperan aktif dalam menghitung, membayar, melaporkan besaran 
 pajaknya.  Untuk itu, ada beberapa syarat yang diperlukan dalam 
 mengurus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam 
 pengalihan hak karena transaksi jual beli yaitu, sebagai berikut: 
1. Fotocopy  KTP Penerima hak 
2. Fotocopy  KTP Pelepas Hak 





4. Bukti Kepemilikan (sertifikat / Letter c / Warkah) 
5. Fotocopy  SPPT PBB-P2 
6. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan tahun berjalan 
7. Surat pernyataan jual beli / brosur. 
Adapun langkah-langkah dalam mengurus Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai berikut: 
Gambar 3.1 
Langkah-langkah mengurus BPHTB 
  
   










Wajib Pajak Pendaftaran website 
bphtb.brebeskab.go.id 



















1. Wajib Pajak Mendaftar BPHTB secara online ke website 
bphtb.brebeskab.go.id yang di wakilkan oleh PPAT  
2. Mengisi data informasi Penerima Hak, informasi objek pajak, perhitungan 
pajak BPHTB, Informasi Pelepas Hak 
3. Mengupload Berkas syarat Pendaftaran Berupa File JPG maksimal 3Mb 
4. Mencetak Lembar SSPD-BPHTB secara Mandiri 
5. Membayarkan BPHTB ke Bank Yang ditunjuk (BPD Jateng) 
6. Mencetak NTPD secara mandiri  
7. Lembar SSPD-BPHTB yang sudah dibayarkan diserahkan kepada instansi 
terkait untuk di validasi dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. 
Keterangan: 
1. Setelah Wajib Pajak Mendaftar petugas melakukan pengecekan data dan 
kelengkapan berkas. 
2. Kasubid Pemeriksaan dan keberatan memverifikasi Harga, nilai pasar 
ataupun NJOP PBB untuk dijadikan dasar pengenaan BPHTB. 
3. Dilakukan Pengecekan Lapangan apabila dirasa harga tidak wajar. 
4. Memverifikasi dan menetapkan Nilai BPTHB apabila sudah lengkap Oleh 
Kasubid Pendaftaran dan Penetapan. 
5. Petugas mencatatkan Pembayaran yang dibayarkan oleh wajib pajak.  
Contoh Perhitungan BPHTB di BAPENDA Kabupaten Brebes: 





Alamat Wajib Pajak : Desa Bandungsari RT 002/RW 006  
  Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes 
Letak Objek Pajak  : Jalan Raya Parareja Kecamatan     
      Banjarharjo Kabupaten Brebes. 
Uraian Luas NJOP PBB/m
2 
Luas x NJOP 
PBB/m
2 
Tanah (bumi) 3.222 m
2 
20.000,- 64.440.000,- 
Bangunan        0 m
2 
         0                 0 
NJOP PBB 64.440.000,- 
 
Harga transaksi/ Nilai pasar     = Rp 100.000.000,- 
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)   = Rp 100.000.000,- 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak  
(NPOPTKP)      = Rp  60.000.000,- 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) = Rp    40.000.000,- 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  
yang terutang (5% x 40.000.000)   = Rp     2.000.000,- 
Pajak Terhutang BPHTB     = Rp     2.000.000,- 
Tuan Agung menggunakan Nilai Pasar, karena Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) PBB lebih rendah daripada Nilai Pasar. Sehingga Tuan Agung 








2. Hambatan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
 Bangunan di BAPENDA Kabupaten Brebes. 
Dalam proses pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) di BAPENDA Kabupaten Brebes terdapat kendala yang terjadi 
yaitu: 
a. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya membayar 
pajak terutama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
dan tata cara mengurus BPHTB  kepada masyarakat. Banyak yang terjadi 
di beberapa daerah ketika ada sosialisasi dari instansi pajak mengenai 
kewajiban masyarakat dalam membayar pajak, mereka tidak 
memperhatikan dan memahami pihak instansi yang sedang menjelaskan 
tentang pentingnya membayar pajak. Sehingga masyarakat kurang 
mengetahui kewajiban mereka dalam membayar pajak.  
b. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pembayaran pajak.  Dalam 
hal ini masyarakat seringkali melalaikan kewajiban mereka dalam 
membayar pajak.  Ketika sudah waktunya untuk membayar, masyarakat 
dengan sengaja tidak membayar pajak tersebut. Di karenakan masyarakat 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung, padahal banyak manfaat 
pajak yang masyarakat jarang mengetahuinya. Sehingga mengakibatkan 
berkurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
c. Faktor ekonomi dapat memicu masyarakat terhambat dalam melakukan 





mempertimbangkan antara kebutuhan hidup dan kewajiban atas 
pembayaran pajak.   
3. Hambatan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) guna pengalihan hak pada transaksi jual beli di 
BAPENDA Kabupaten Brebes. 
Adapun hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutama pada transaksi jual beli 
yaitu: 
a. Masih terdapat beberapa pemohon dengan menggunakan harga transaksi 
jual beli yang lama sebagai dasar pengenaan BPHTB, sedangkan tahun 
akta jual beli yang digunakan adalah tahun terbaru.  
b. Wajib Pajak tidak jujur dalam menyampaikan harga transaksi jual beli. 
Sebenarnya padahal nilai pasar objek tersebut diperkirakan lebih tinggi 
dari harga yang di sajikan oleh wajib pajak dikarenakan merasa 
keberatan. Apabila harga transaksi sesuai dengan fakta dilapangan, 
karena dalam kesepakatan jual beli rata-rata kedua belah pihak tidak 
membahas perihal pajak BPHTB (kewajiban pembeli) dan PPH Final 
(kewajiban penjual) semua pajak di tanggung oleh pihak pembeli. 
c. Jual beli antar keluarga (misal kakak-beradik). Contohnya seorang kakak 
menjual tanah atau bangunan kepada adiknya yang berlokasi di samping 
jalan raya Provinsi dimana objek tersebut sangat strategis yang dijual 





beli antara keluarga guna menekan biaya yang dikeluarkan untuk pajak 
BPHTB maupun PPH. 
d. Pengakuan harga, dimana wajib pajak tidak mencantumkan harga asli 
pada transaksi jual beli dalam pembayaran BPHTB. Wajib pajak dengan 
pihak PPAT melakukan kerja sama dalam tawar menawar harga agar 
tidak sesuai dengan harga aslinya. Dengan begitu pajak yang dikenakan 
dapat berkurang. 
4. Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terjadi di 
BAPENDA Kabupaten Brebes 
Untuk mengatasi hambatan yang terjadi maka BAPENDA Kabupaten 
Brebes melakukan upaya sebagai berikut: 
a. Bekerja sama antara pihak instansi dan wajib pajak agar wajib pajak 
mengetahui pentingnya membayar pajak dan memahami cara mengurus 
BPHTB.  Di mana pihak BAPENDA melakukan pendekatan kepada 
wajib pajak dengan cara memberikan kesempatan kepada wajib pajak 
untuk bertanya mengenai BPHTB apabila wajib pajak tersebut kurang 
mengetahui hal tersebut. 
b. Melakukan pengecekan lapangan terkait harga transaksi sebenarnya 
maupun nilai pasar objek tersebut untuk dijadikan dasar pengenaan 
BPHTB. 
c. Mensosialisasikan kepada masyarakat baik di tingkat Kecamatan dan 





perkumpulan warga tentang pengertian Pajak BPHTB dan Manfaatnya 
untuk kemajuan pembangunan di daerah. 
d. Membuat rencana kerja dengan cara menyusun nilai pasar tanah yang ada 
di Kabupaten Brebes dan di tetapkan oleh Bupati Brebes (Perbup) supaya 
masyarakat dapat mengetahui minimal harga kewajaran tanah untuk 







A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis akan memberi 
kesimpulan yang berkaitan dengan proses pemungutan BPHTB di 
BAPENDA Kabupaten Brebes, dapat disimpulkan: 
1. Bahwa proses pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) guna pengalihan hak pada transaksi jual beli di 
BAPENDA Kabupaten Brebes dilakukan sesuai dengan sistem prosedur 
pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di 
Kabupaten Brebes  
2. Hambatan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan di BAPENDA Kabupaten Brebes diakibatkan karena 
kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor 
ekonomi.  
3. Hambatan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) guna pengalihan hak pada transaksi jual beli di 
BAPENDA Kabupaten Brebes antara lain Wajib Pajak tidak jujur dalam 
menyampaikan harga transaksi jual beli, Jual beli antar keluarga (misal 
kakak-beradik), dan Pengakuan harga. 
4. Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terjadi di BAPENDA 
Kabupaten Brebes yaitu melakukan kerja sama dengan pihak instansi dan 





5. masyarakat, serta membuat rencana kerja dengan cara menyusun nilai 
pasar tanah yang ada di Kabupaten Brebes dan di tetapkan oleh Bupati 
Brebes (Perbup). 
B. Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dari kesimpulan di atas, penulis akan 
memberikan saran bagi pihak instansi yang terkait: 
1. Saat proses pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), sebaiknya pihak instansi (BAPENDA) mengarahkan terlebih 
dahulu kepada wajib pajak mengenai proses pemungutan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar wajib pajak tidak 
mengalami kesulitan serta tidak ada kendala bagi pihak instansi 
(BAPENDA). 
2. Dalam menghadapi hambatan yang sering terjadi, sebaiknya pihak instansi 
(BAPENDA) mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam sebulan 
sekali di beberapa desa terkait pentingnya membayar pajak. 
3. Serta perlu ditingkatkannya ketegasan dari pihak instansi (BAPENDA) 
agar wajib pajak menyampaikan harga transaksi jual beli dengan jujur dan 
melakukan pengecekan ulang guna memperoleh harga transaksi yang asli. 
Apabila terbukti wajib pajak melakukan hal tersebut, sebaiknya pihak 
instansi (BAPENDA) memberikan sanksi yang tegas. 
4. Upaya dalam mengatasi hambatannya yaitu perlu adanya kerja sama antar 
bidang di Kantor BAPENDA agar lebih baik lagi, guna memudahkan 
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